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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

\Vamena memiliki luas 249.3 l km dan rnemiliki iumlah penduduk 

sehanyak 13 970 jiwa jumlah renduduk laki-laki dan ::w 225 jumlah renduduk 

perempuan, sehingga jumlah penduduk Wamena keseluruhan adalah sebanyak 

44.195 jiwa (BPS Jayawijaya, 2014 ). Wamena terlatak di wilayah pegunungan 

tengah, Papua Kota kecil ini berada di tengah sebuah lembah yang sangat 

subur dan cukup terkenal di Papua, yaitu Lembah Baliem Wamena sebenarnya 

adalah kota distrik, bagian dan Kabupaten Jayav.ijaya Namun. beberapa tahun 

belakangan, kota ini menjadi Kabupaten 

Kondisi geografis \Vamena sehenarnya cukup menantang karena berada 

di sebuah lembah besar yang dikelilingi perbukitan dan berada 1600 meter di 

atas permukaan !aut. Udara disini cukup sejuk, namun bila siang hari panas 

terik 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Jmplementasi dan Pelaksanaan Program Perpolisian Masyrakat Oleh 

Bhabinkamtibmas 

lmplementasi Program Perpolis~an Masyarakat 

a Kebijakan Program Perpolisian Masyarakat 
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l'vlenurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat Selain menjalankan tugas 

pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk rnembina masyarakat 

dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum 

masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan (UU No 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat ( l) huruf b ) 

Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binrnas) dalam hal tnt 

bhabinkamtibmas, Polri bcrupaya mcnumbuhkan kcsadaran dari rnasyarakat 

untuk turut sena dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di 

masyarakat itu sendiri Dalam perkernbangannya, Polri mencoba 

mcngaplikasikan suatu program yang di adopsi dari system kcpolisian Ncgara 

maju (Jepang dan Arnerika Serikat) yaitu Community Policing, yang dianggap 

dapat membantu upaya Polri dalam pembinaan masyarakat guna mewujudkan 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik Maka muncullah 

konsep program Perpolisian Masyarakat (Polmas), yang di kuatkan dengan 

dasar Skep Kapolri No Pol Skep/73 7 /X/2005 tanggal I 3 Oktober 2005 

tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam 

penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas (Perpolisian Masyarakat) adalah sebuah 

metode perpolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan 

juga merupakan salah satu model perpolisian terpenting di Asia Untuk itulah 

maka Indonesia pun turut rnengadopsinva 

Berikut hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya 
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" . program ini adalah program berdasarkan Skep Kapolri No. PoL : 
Skep/73 7 /X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi 
penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri, untuk yang 
sekarang ini Dananya berasal dari pemberian dana hibah oleh Belanda. Kami 
hanya melanjutkan Skep Kapolri tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan 
dengan kondisi wilayah Program ini memang bertujuan sebagai alat untuk 
menciptakan kerjasama (kemitraan) antara Polri dengan masyrakat guna 
tercapainya kamtibmas yang diinginkan masyrakat. " (Wav,:ancara 14 April 
20 IS) 

Berdasarkan basil penelitian yang diperoleh dari modul 

Bhabinkamtibrnas dijelaskan bahwa Tujuan program Perpolisian Masyarakat 

adalah terwujudnva kemitraan polisi dan mas):arakat untuk rnenanggulangi 

kejahatan dan ketidaktertiban sosial untuk menciptakan ketenteraman dalam 

kehidupan masyrakat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial 

bukan hanya mencegah timbulnya, tetapi juga mencari jalan keluar pernecahan 

masalah vang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang 

bersumber dari masyarakat itu sendiri 

Untuk memungkinkan terbangunnya kemitraan yang merupakan 

tujuan Polmas seperti diuraikan di atas, sasarannya adalah membangun Polri 

yang dapat dipercaya oleh \Varga dan membangun masyrakat (komunitas) yang 

siap bermitra dcngan Polri termasuk dengan Pemerintah Daerah dalam 

meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban. 

Pulnm~ mendorung terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri 

dem!:an masvarabt dalam menghadaoi suatu pennasalahan yang teriadi, dan 

bersama-:oaina Ge1 upava Illenerllukan UfJava penyelesaiannnya. 

fkrihn ~'awanca1a den~an Kasat Binmas Polres javawlict\·c. 

Tuiuan i-'rouram l'u!mas oleh Uhabmkamttbrnas bcrtuiuan tcn\ujudnva 

:-.. t..:Jiitliuciil £-\;li:-..i Jciigatt tiici.:'IYdtakaL yang tnarnpu nlengidCiiliiir=a~i a~ar 

~;,::rmasaiahan mem!.anali-;a rnenetnpkan dan rnen2evalui1si efektivita' 

16/41756.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43 

tindakan dalam rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup 
masyarakat, membentuk FKPM, keakraban hubungan petugas Polri dengan 
masyarakat, kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, intensitas 
kerjasama dan dukungan instansi terkait ... "(Wawancara 14 April 20 15) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa 

kebijakan Polmas ini memang telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam hal 

ini terlihat jelas bahwa sasaran dan tujuan dari kebijakan ini telah jelas terlihat 

dari adanya tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini telah sesuai dengan proses 

implementasi yang pada awalnya terlebih dahulu · menetapkan apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran suatu kebijakan. 

Analisa implementasi program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan 

Wamena, mengacu pada model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van 

Horn, bahwa suatu implementasi akan efektif apabila ada kejelasan standar 

aturan pelaksanaannya sehingga birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang 

telah digariskan oleh peraturan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun 

petunjuk teknisnya 

b. Strategi Pencapaian Tuju<fn Program Polmas (Keluaran Kebijakan) 

Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka program Polmas 

mempunyai dua buah Strategi yaitu Strategi Internal (Polri) dan Strategi 

Eksternal (masyarakat) 

Straregt imernai (Poiri) 

a. MengembangkMt Ststellt Petnbittaan Suntbetdaya Matiusia khusus bagi petugas 

Polmas yang meliputi • 

l) Rekruitmen 
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2) Pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan para pelatih (Master trainers) maupun 

petugas Polrnas 

3) Pembinaan karier secara berjenjang dari ting~at kelurahan sampa1 dengan 

supervisor dan pembina Polmas tingkat Polres dan seterusnya 

4) Penilaian kinerja dengan membuiat standar penilaian baik untuk perorangan 

maupun kesatuan 

5) Penghargaan dan penghukuman 

b. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara 

bertahan sesuai dengan kualiflkasi yang dibutuhkan 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas 

Polmas. 

d Menyediakan dukungan anggaran yang mernadai dalam pelaksanaan tugas 

Pol mas 

e. Mengembangkan upaya penciptaan kondisi internal Polri yang kondusif bagi 

penerapan Polmas sehingga . 

I) Setiap aktivitas penyajian layanan Kepolisian mencerminkan suatu pendekatan 

yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Polri 

2) Setiap anggota Polri dalam tampilan di ternpat urnum menunjukan sikap dan 

perilaku yang korek serta dalam kehidupan di lingkungan pernukiman I kerja 

senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam rangka 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri 

f Mengembangkan program-program yang sejalan dengan program Polmas pada 

satuan-satuan fungsi operasional Kepolisian tingkat Polres keatas 

16/41756.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



45 

2 Strategi Eksternal (masyarakat) 

a. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah DPRD dan instansi terkait 

lainnya. 

b Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh social termasuk 

pengusaha, media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam 

rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program

program Polmas 

c. Meningkatkan program-program sosialisasi yang dilakukan petugas Polmas dan 

setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan stabilitas 

Kamtibmas 

d Membentuk Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sebagai wadah 

kerjasama antara Polisi dengan masyarakat yang rnengoperasionalisasikan 

Polmas dalarn lingkungannya 

e Menyelenggarakan program-program Polmas pada komunitas-komunitas 

sehingga secara bertahap dapat diimplementasikan pada setiap lingkungan 

kehidupan masyarakat lokal 

f Membangun jaringan koordinasi dan kerjasama antara Forum Kemitraan 

Polisi-Masyarakat dengan kesatuan Polri setempat termasuk memantau, 

mengawasi/mengenda\ikan, memberikan bimbingan teknis dan araban serta 

melakukan penilaian atas keefektifan program Polmas 

g Mernbentuk Pusat Study Polrnas di lingkungan PTlK yang berfungsi sebagai 

pusat kajian dan informasi serta sarana pengembangan yang berkaitan dengan 

Pol mas 
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c Organisasi dan Manajemen Program Perpolisian Masyrakat oleh 

Bhabinkamtibmas 

Dalam bidang organisasi/kelembagaan, kebijakan yang digariskan meliputi · 

1) Penyelenggaraan fungsi pembinaan Polmas harus distrukturkan dalam suatu 

wadah organisasi tersendiri yang dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, 

mulai dari tingkat Markas Besar sampai sekurang-kurangnya pada tingkat 

Po ires 

2) Petugas Polmas rnerupakan ujung tombak (community officer) yang berperan 

sebagai fasilitator yang memungkinkan beroperasinya Pomas dan sekaligus 

penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat. 

3) Penilaian keberhasilan p1mp1nan satuan organisasi pada tingkat operasional 

(Polsek!Polres) lebih ditekankan pada kemampuannya untuk mengembangkan 

dan menjamin keefektifan Polmas disamping aspek-aspek lainnva 

4) Penerapan Pol mas memprasyaratkan adanya kesamaan komitmen dan kerjasama 

dengan segenap instansi terkait terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang 

bertanggung ja'' ab dalam pengelolaan sumberdaya local dan yang pad a 

gilirannnya ikut memetik manfaat dari keberhasilan Polmas dalam peningkatan 

kesejahteraan \\ arganya 

Dalam bidang manajemen sumberdaya manusia, kebijakan yang digariskan 

meliputi 
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I) Penambahan kekuatan personel Polri harus secara bertahap memperhitungkan 

pemenuhan kebutuhan tenaga petugas Polmas sehingga setiap desa/kelurahan 

diharapkan dapat terisi dengan sekurang-kurangnya seorang petugas Polmas. 

2) Kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan umum 

harus mencakup mata pelajaran/mata kuliah Polmas yang silabus dan satuan 

acara pelajaran/perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis 

pendidikannya 

J) Pada setiap Polda atau sekurang-kurangnya gabungan dari beberapa Polda 

tetangga harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali program 

pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran 

pengetahuan dan/atau regenerasi petugas Polmas. 

4) Pemilihan personel untuk ditugaskan sebagai petugas Polmas harus 

memperhitungkan Jatar belakang pengalaman tugas pada satuan-satuan fungsi 

operasional dan aspek morallkepribadian yang rnendukung pelaksanaan 

misinya sebagai petugas Polmas 

5) Sistem pernbinaan personel harus rnenjarnin terbukanya peluang peningkatan 

karier yang proaktif bagi petugas/pembina Polmas yang dinilai berhasil 

membina dan mengembangkan Polmas 

f Dalam bidang manajemen .logistik program pengadaan rnateri Polri harus 

secara bertahap mernperhitungkan pemenuhan kebutuhan peralatan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas Polmas sehingga petugas 
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2) Penerapan Polmas sebagai suatu falsafah diimplementasikan dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi operasional Polri termasuk 

tampilan setiap personel Polri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Berdasarkan hasil yang dijabarkan di atas dapat dikatakan bahwa secan1 

proses implementasi kebijakan Polmas telah memiliki instrumen yang baik 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut Dalam hal ini dapat 

dijelaskan bahwa secara proses implementasi kebijakan tersebut sudah baik, 

seperti yang telah dijelaskan dalam teori proses implementasi, bahwa suatu 

proses implementasi harus memiliki instmmen dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran suatu kebij akan. 

l 2 Pelaksanaan Program Perpolisian Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas dalam 

Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di Kelurahan Wamena 

a. Pemahaman isi, tujuan, dan sasaran program Polmas sebagai penanggulangan 

peredaran miras lokal di Wamena 

Sehubungan dengan maraknya kasus miras lokal di Wamena, mengacu 

pacta Skep Kapolri No Pol. Skep/73 7 /X/2005 tanggal 1J Oktober 2005 

tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam 

penyelenggaraan Tugas Polri dalam hal ini bhabinkamtibmas untuk bersama-

sama dengan masyarakat menanggulangi peredaran nmas lokal 

penanggulangan peredaran m1ras lokal hakekatnya adalah mempakan 

tanggungjawab dari petugas Polri bersama-sama dengan masyrakat guna 

tercapainya kamtibmas yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan 
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program perpolisian masyrakat harus berorientasi pada terciptanya kerjasama 

(kemitraan) antara Polri dan masyrakat. 

Kelurahan Wamena Menghadapi gangguan kamtibmas yang 

disebabkan oleh miras lokal yang harus dapat ditanggulangi untuk dapat 

mencapai kondisi kamtibmas yang diinginkan. Dalam hal upaya mencegah 

terjadinya gangguan kamtibmas yang pacta dasarnva dilatarbelakangi miras 

lokal, Polres Jayawijaya telah menerapkan Program Polmas. Seperti telah 

dijelaskan sebelumnya di latarbelakang, bahwa yang menjadi akar tindak 

kriminal di Wamena Adalah miras lokal. 

Kebijakan Perpolisian Masyarakat adalah program berdasarkan Skep 

Kapolri No Pol Skep/737/X/2005 tanggal l3 Oktober 2005 tentang 

Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas 

Polri, untuk yang sekarang ini Dananya berasal dari pemberian dana hibah oleh 

Belanda program ini dilaksanakan sesuai dengan Skep Kapolri tersebut dan 

pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Program ini bertujuan 

sebagai alat untuk menciptakan kerjasama (kemitraan) antara Polri dengan 

masyrakat sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas guna 

tercapainya kamtibmas yang diinginkan masyrakat, seperti yang telah 

disampaikan oleh Kasat Binmas dalam wawancara sebelumnya Polmas 

merupakan program yang terkait dengan fungsi Bhabinkamtibmas 

Hal yang senada Juga disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas, 

berikut basil wawancara 
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" ... T ujuan dari program Pol mas ini adalah untuk menciptakan kerjasama 
(kemitraan) antara polri dengan masyrakat sehingga keamanan dan ketertiban 
yang kita inginkan bersama dapat diwujudkan, kalau melihiat kondisi wamena 
yang kebanyakan gangguan kamtibmas itu akarnya adalah miras lokal, karena 
itu kami sebagai anggota Polri berharap kerjasama dengan masyrakat dapat kita 
wujudkan secara bersama-sama sehingga Wamena menjadi wilayah yang bebas 
dari miras lokal, ya tapi itu tidak mudah, ya minimal dapat dikurangi ... " ( 
Wawancara 14 April 2015) 

Jika dilihat dari tujuan program Polmas tersebut dapat dijelaskan bahwa 

sasaran dari program Polmas adalah terciptanya kemitraan antara Polri dengan 

masyarakat dan terciptanya kamtibmas yang kondusif Hal ini juga ditegaskan 

oleh Kasat Binrnas Polres Jayawijaya, berikut hasil wawancara . 

.. . kalau dilihat dari tujuan Polmas, sudah jelas bahwa sasaran program ini 
adalah untuk terciptanya kemitaraan antara Polri dan masyrakat dan juga 
terciptanya Kamtibmas yang kita inginkan bersama . '' (Wawancara 14 April 
20 15) 

Hal senada JUga disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas Polres 

Jayawijaya 

" . ya rnemang benar bu, bahwa sasaran program ini adalah terwujudnya 
kemitraan antara Polri dengan masyarakat dan juga terwujudnya Kamtibmas 
yang kita inginkan bersama. "(wawancara 14 April2015) 

Beberapa penjelasan di atas menjelakan bahwa petugas Bhabinkamtibmas 

telah memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program Polmas. 

pemahaman/interpretasi petugas Bhabinkamtibmas terhadap kebijakan 

perpolisian masyrakat memang dapat dikatakan sudah baik. Hal ini tidak 

terlepas dari adanya kejelasan kebijakan baik itu kejelasan tujuan maupun 

sasaran. Selain itu pemahaman tersebut juga tidak terlepas dari adanya 

pelatihan dan simulasi kunjungan ke wilayah binaan sebelum ditempatkan di 

wilayah binaan masing-masing Hal ini sangat berbeda dengan hasil penelitian 
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terdahulu yaitu topik mengenai Efektifitas Pelaksanaan SK Kapolri No. Pol 

Skep/737/X/2005 tentang Model Perpolisian Mayarakat Dalam Tugas 

Kepolisian Talmn 2008. oleh Darman S.IP (Universitas Sriwijaya 2003). Yang 

memperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman petugas tergadap isi kebijakan 

perpolisian masyrakat masih kurang yang mana hal ini disebabkan oleh tidak 

adanya pelatihan maupun simulasi kunjungan wilayah ke wilayah binaan serta 

terbatasnya jumlah anggota Polri sehingga terdapat tumpang tindih tugas 

maupun tanggung jawab yang diemban petugas. Tentu hal ini menjelaskan 

bahwa pelatihan, simulasi kunjungan wilayah, serta kecukupan jumlah anggota 

Polri yang dimiliki Polres Jayawijaya menjadikan petugas Bhabinkamtibmas 

mampu memahami kebijakan perpolisian masyrakat Artinya, dengan adanya 

pemahaman yang baik dari petugas Bhabinkamtibmas ·terhadap kebijakan 

perpolisian masyarakat memberikan implikasi terwujudnya tujuan dan sasaran 

kebijakan perpolisian masyrakat tersebut 

b Langkah Pencapaian Tujuan Program Polmas sebagai salah satu program 

penanggulangan miras lokal di Wamena 

Program Polmas oleh Bhabinkamtibmas mulai direalisasikan kembali 

di Wamena pada tahun 2014 diawali dengan perekrutan petugas Polmas 

(bhabinkamtibmas) Perekrutan bhabinkamtibmas adalah melalui penunjukan 

langsung oleh Kapolres melalui surat perintah (Sprint) . 

Berikut basil wa\.vancara dengan Kasat Binmas Polres JayawiJaya 
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... penerapan program Pol mas mulai diterapkan pad a tahun 2014 
diawali dengan perekrutan petugas Bhabinkamtibmas yang ditunjuk langsung 
oleh Kapolres melalui Surat Perintah (Sprint) " 

Tahap realisasi program Polmas berikutnya adalah dengan memberikan 

pelatihan dan simulasi kunjungan wilayah kepada petugas Bhabinkamtibmas 

Pelatihan dan simulasi diberikan sebelum petugas Bhabinkamtibmas 

melaksanakan tugas di wilayah binaannya 
. . 

mas1 ng-masmg Pelatihan 

diselenggarakan selama satu minggu dan di akhir pelatihan dilakukan simulasi 

kunjungan wilayah binaan. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas pada 

wawancara berikut 

... sebelum petugas Bhabinkamtinmas membina wilayah binaannya 
masing-masing. terlebih dahulu anggota yang ditunjuk oleh Kapolres 
mendapatkan pelatihan selama satu minggu dan melakukan simulasi 
kunjungan ... "(Wawancara I 4 April 20 I 5) 

Setelah petugas Bhabinkamtibmas mendapatkan pelatihan dan 

melakukan simulasi ,selanjutnya Bhabinkamtibmas membentuk FKPM (Forum 

Komunikasi Polisi Masyarakat) yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan 

unsur pemerintahan terkait Implementasi Polmas dimulai dengan tahap 

sosialisasi untuk selanjutnya diteruskan dengan pclaksanaan program tersebut 

Di masyarakat (kelurahan), dibentuk FKPM untuk melaksanakan program 

Polmas di lingkup kelurahan Tentang kegiatan dalam pelaksanaan polmas di 

wilayah kelurahan Wamena. Kasat Binmas Polres Javawiiaya menyampaikan 

"Di wilayah kelurahan Wamena. Program polmas dilaksanakan mulai 
tahun 2014 Di bidang Bhabinkamtibmas. Polmas dilaksanakan dengan 
membentuk FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur 
pemerintahan terkait Pada tahap awal dilakukan sosialisasi untuk selanjutnya 
diteruskan dengan pelaksanaan program tcr~cbut"· (Wawancara 14 April 
20 15) 

16/41756.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



54 

Pendapat Kasat Binmas ditegaskan oleh pendapat petugas 

Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Wamena · 

"Memang apa yang dikatakan oleh Pak Kasat tersebut benar adanya 
Polmas mulai dimasyarak~tkan atau disosialisasikan pacta tahun 2014. 
Semuanya telah direalisasikan sejak digulirkannya program tentang Polmas 
tersebut, diawali dengan sosialisasi hingga pembentukan FKPM sebagai wadah 
kegiatannya (Wawancara: 14 April 20 15) 

Dalam lingkup masyarakat di tingkat Kelurahan, penerapan Polmas 

lebih banyak terkait dengan pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Lurah Wamena sebagai berikut •. 

" .Program Polmas di bidang Bhabinkamtibmas langsung berhubungan dengan 
masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan 
kemitraan dalam menciptakan kamtibmas. 

Dalam rangka pelaksanaan program polmas khususnya di Kelurahan 

Wamena diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan kepolisian 

mengenai Perpolisian Masyarakat Untuk itu dalam tahap awal telah dilakukan 

sosialisasi tentang keberadaan program tersebut dalam hal ini , Kasat Binmas 

menyampaikan 

" Polmas adalah pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan Polisi 
dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan 
Polisi dan masyarakat, sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang 
dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat agar mendapat solusi untuk 
mengantisipasi permasalahannya dan mampu mernelihara kamtibmas di 
lingkungannya Langkah pertama yang clilakukan ada\ah clengan memberikan 
sosialisasi baik yang bersifat internal dalam tubuh anggota kepolisian maupun 
eksternal kepada masyarakaf· (Wawancara 14 April 20 15) 

Pelaksanaan Polmas eli tingkat Kelurahan Juga memerlukan 

pemahaman clan dukungan clari aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat. Untuk 

memberikan pernahaman kepada aparat kelurahan dan rnasvarakat dilakukan 
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sosialisasi salah satunya melalui pemberian pengarahan. Hal ini seperti yang 

dinyatakan oleh Lurah Wam~na menyampaikan sebagai berikut · 

" .. memang Bhabinkamtibmas sudah meminta saya untuk 
menyampaikan himbauan kepada masyrakat mengenai pentingnya kamtibmas, 
melihat Wamena merupakan wilayah yang mendapatkan gangguan karntibmas 
yang disebabkan oleh miras lokal.. "(Wawancara 17 April 2015) 

Pencapaian tujuan program Polmas sebagai salah satu program untuk 

rnenanggulangi peredaran miras lokal itu sendiri dilakukan dengan melalui 

berbagai kegiatan seperti • 

1 ). Peningkatan intensitas kunjungan ke Kelurahan binaannya 

2) Melakukan dialog secara aktif dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh 

agarna untuk rnenggairahkan warga berperan serta dalam memelihara 

Karntibmas dan mencegah peredaran miras lokal dan menghimbau masyarakat 

untuk tidak mengkonsumsi dan memproduksi miras lokal ; dan 

3) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di wilayahnya tentang bahaya dan 

dampak dari miras lokal 

4) meminta peran aktif dan kerjasama dari masyrakat untuk melaporkan pelaku 

pengkonsumsi dan produsen miras lokal di wilayah binaan dengan memberikan 

nomor HP yang bisa dihubungi 

5) memmta kerjasama dari Lurah setempat untuk menghimbau tentang bahaya 

dan dampak dari mtras lokal dan juga melaporkan .i ika ada masyrakat yang 

terlibat mengkonsumsi ataupun memproduksi miras lokal dengan memberikan 

nomor HP yang bisa dihubungi 
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6) rnernbentuk FKPM (Forum Kepolisian Masyarakat) sebagai wadah · rnasyarkat 

yang diketuai oleh Lurah seternpat (Bapak ronsurnre) 

7) melakukan patroli/razia bersama (tokoh agama, tokoh masyrakat, TNI, Pemda) 

ke ternpat-tempat yang terdeteksi sebagai tempat pembuatan miras lokal 

8) melakukan patroli/razia terhadap orang-orang rnabuk 

9) rnenyelesaikan masalah kamtibmas bersama pemerintah, masyrakat, dan tokoh 

masyarakat setempat 

Terkait penerapan Polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di 

Kelurahan Wamena, Ketua FKPM (Forum Kernitraan. Polisi Masyarakat) 

menyatakan sebagai berikut 

"Hal yang paling menonjol dalam pelaksanana Polmas adalah bidang 
Bhabinkamtibmas Petugas telah meminta saya untuk bekerjasama dalam 
menghinbau rnasyrakat Selain membentuk FKPM petugas bhabinkamtibmas 
juga memberikan nomor HP yang dapat dihubungi. Dengan tujuan 
mempermudah masyarakat melaporkan terjadinya gangguan kamtibmas yang 
kebanyakan disebabkan oleh miras lokal. ," (Wawancara 17 April 2015) 

Menurut pendapat dari tokoh Agama dan tokoh masyarakat Kelurahan 

Wamena, Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Wamena telah 

melakukan kerjasama dalam hal penghimbaun tentang bahaya dan dampak 

miras lokal dan pencegahan peredaran miras lokal melalui patroli/razia 

bersama ke tempat-tempat yang terdeteksi adanya pembuat miras lokal 

Berikut wawancara dengan tokoh masyrakat 

"Anggota Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya cukup sering mengajak 
tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melakukan patroli/razia gabungan 
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untuk menggrebek pembuat-pembuat mtras lokal". (Wawancara 15 April 
2015) 

tokoh agama setempat juga menambahkan • 

" .. Yang saya ketahui anggota Polri Bhabinkamtibmas selah.1 meminta 
tokoh agama untuk menyaksikan pembasmian miras lokal yang berhasil 
diamankan oleh aparat kepolisian, namun saya sebagai tokoh agama berharap 
adanya kerjasama dalam sidak dan setiap pelaku miras lokal dikembalikan ke 
tokoh agama masing-masing untuk dibina secara rohani . " (Wawancara: 17 
April 2015) 

Dalam proses penerapannya anggota Bhabinkamtibmas sekaligus 

mengemban tugas pokok sehari-hari. Mereka disamping memberikan 

penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat juga aktif dalam kegiatan 

sambang desa (kunjungan wilayah binaan), kerja bakti, pembinaan oleh 

Bhabinkamtibmas. tentang Kamtibmas yang sudah dilakukan, menurut bapak 

Ronsumre (Lurah merangkap sebagai ketua FKPM) 

" ... Bhabinkamtibmas Mengumpulkan anggota masyarakat untuk diadakan 
pembinaanl penyuluhan tentang Kamtibmas Misal tentang bahaya dan 
dampak miras lokal, dan masalah-masalah sosial lainny.a. Memang bahwa 
miras lokal ini merupakan sumber kejahatan di Wamena, jadi memang 
diperlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari Polri sebagai pemegang 
wewenang, tokoh agama dan masyarakat setempat; saya percaya melalui 
keterlibatan semua pihak mempermudah pemberantasan tmras lokal 
tnt. "(Wawancara 17 April 20 15) 

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan strategi 

Pencapaian tujuan program Polmas sebagai salah satu program untuk 

menanggulangi peredaran rniras lokal sudah .berhasil namun dalam hal 

pembentukan FKPM petugas Bhabinkamtibmas masih belum berhasil Hal ini 

seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa kegiatan FKPM belum berjalan 

sampai sekarang Artinya, petugas Bhabinkamtibmas belum memiliki wadah 

yang baik untuk mampu bermitra secara maksimal dengan masyrakat, sehingga 

16/41756.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



58 

menyebabkan petugas Bhabinkamtibmas lebih cenderung langsung 

berhubungan dengan masyrakat tanpa ada . wadah yang menjembatani 

hubungan antara petugas Bhabinkamtibmas dengan masyrakat. Dalam hal ini 

dapat dijelaskan bahwa secara komunikasi antar organisasi belum berjalan 

secara maksimal yang tentunya hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan 

suatu kebijakan seperti yang dijelaskan dalam teori Van Horn dan Van meter 

bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kornunikasi Namun jika 

diamati kegiatan dalam melaksanakan kebijakan pei-polisian masyarakatb dan 

komunikasi petugas Bhabinkamtibmas dengan masyrakat sudah berjalan tetapi 

belum maksimal 

c. Organisasi dan Manajemen petugas Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena 

Terkait dengan kelembagaan, dari unsur kepolisian, dalam pelaksanaan 

polmas oleh Bhabinkamtibmas, terdapat struktur penanggungjawaban yang 

berjenjang. Hal tersebut seperti pernyataan Kasat Binmas, sebagai berikut . 

" program Polmas dilaksanakan dengan memanfaatkan petugas 
Bhabinkamtibmas.. " (Wawancara 14 April 20 15) 

Pengemban fungsi Po.lmas pada hakekatnya adalah setiap anggota Polri, 

siapapun dia, dimana pun dia berada, kapanpun dan saat apapun Namun dalam 

pelaksanaan birokrasi organisasi dalam Polri, pengaplikasian Program Polmas 

di koordinasikan oleh Fungsi Binmas Selama ini sudah berjalan dengan 

adanya para petugas Bhabinkamtibmas. Meski tidak ada ketentuan pangkat di 

dalamnya, namun pada umumnya yang berjalan sekarang ini, para petugas 

Bhabinkamtibmas lebih di dominasi oleh anggota Bintara Polri Dalam 
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pelaksanaan tugasnya, para petugas Bhabinkamtibmas tersebut berada di 

bawah kendali Kasat Binmas, dan Kasat Binmas bertanggung jawab kepada 

Kapolres. Oleh karena itu, Satuan Binmas Polres bertanggung jawab dalam hal 

pembinaan fungsi dan kinerja. Dalam sistem birokrasi pelaksanaan program 

Polmas di Kelurahan Wamena diwajibkan seorang petugas Bhabinkamtibmas 

membuat laporan kegiatan, baik berupa laporan tertulis maupun dokumentasi 

Pelaksanaan program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di bidang 

organisasi dan manajemen khususnya di tingkat kelurahan; dibentuk organisasi 

yang melibatkan unsur Kepolisian dan tokoh masyarakat yang dinamakan 

dengan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat -Lurah Wamena 

menuturkan · 

.. Organisasi dan manajemen pelaksana Pol mas secara bersama adalah 
melalui pembentukan struktur organisasi anggota FKPM Pengaturan, 
pembagian Tupoksi sesuai dengan strukturnya dan bersifat menyesuaikan 
keadaan yang terjadi .... ". (Wawancara: 17 April2015) · 

Susunan kepengurusan FKPM Kelurahan Wamena sebagai berikut · 

Tabel 1 . Susunan Kepengurusan FKPM Kelurahan Wamena 

No i Nama i Jabatan 
-----r-:--~---- . 

l 1 Y ohan Ronsumre ~Lurah) I Ketua 
2 1 Syarifudin T Sekretaris 

3 Kiyanus Tabuni Anggota 

! 

I 

4 Nerien Kogoya Anggota 
~ 

5 Tonlas Kogova Anggota ! 

6 Kamilus Marian Anggota i 

' 7 Yali Waker Anooota I 

' 

r--i--t Melius Kogoya I An::ota 
~-9! Leo Waker Anggota 
r--1 0---4~-T_i_u_s_K_o_g_o_y_a_~-----t--A-n__.,t""'Jg,_o_t_a-----~--
t-----+----'-"--"----------1r----'"'"'"'---

1 ll I Z~keus Wenda ~------ Anggo~-----------~------·-_j 

Sumber. Data Sekunder (Po ires Jayawijaya, 2014) 
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Data di atas menjelaskan bahwa FKPM beranggotakan masyarakat 

bersama-sama dengan anggota polri khususnya dari Bhabinkamtibmas. 

Kegiatan FKPM yang sudah dilakukan diantaranya pertemuan dengan warga, 

Patroli/razia bersama dan menyelesaikan persoalan kamtibmas yang terjadi di 

lingkungan binaan. namun kegiatan FKPM oleh masyarakat sendiri belum 

berjalan, dikarenakan belum ada dana dari pemerintah, seperti yang telah 

disampaikan oleh Bapak lurah sebelumnya. 

Dari apa yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum 

pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena, dalam hal ini Bhabinkamtibmas 

sudah berjalan Hal ini seperti dikemukakan oleh Lurah setempat yang 

sekaligus menjabat sebagai ketua FKPM yang menyatakan sebagai berikut · 

" pelaksanaan Polmas di Kelurahan Wamena sudah berjalan baik, namun 
belum maksimal, karena saya sendiri belum pernah melakukan kegitan 
bersama dengan masyarakat tetapi kalau bersama-sama dengan polri sudah 
seperti, pertemuan dengan warga, Patroli/razia bersama dan menyelesaikan 
persoalan kamtibmas " (Wawancara 17 April 20 15) 

Hal yang sama juga dibenarkan oleh anggota Bhabinkamtibmas sebagai 

berikut 

·' Untuk implementasinya meskipun masih berjalan kurang maksimal 
akan tetapi dapat dikatakan cukup berhasil, mengingat kondisi kamtibmas yang 
lebih meningkat serta lebih kondusif, karena kegiatan seperti, patroli/razia 
bersama ke tempat-ternpat yang terdeteksi miras lokal cukup sering dilakukan 
bersama-sama dengan tokoh masyarkac tokoh agama bahkan TNI, selain itu 
juga adanya kerjasama dengan tokoh masyrakat dalam pemecahan masalah 
(Wawancara 14 April 2015) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, secara 

Organisasi dan Manajemen, pelaksanaan kebijakan Perpolisian Masyarakat 

sudah baik Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, para 
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petugas Bhabinkamtibmas tersebut berada di bawah kendali Kasat Binmas, dan 

Kasat Binmas bertanggung jawab kepada Kapolres. Artinya. Ada tanggung 

jawab yang jelas antara petugas Bhabinkamtibmas terhadap Kasat Binmas dan 

tanggung jawab Kasat Binmas terhadap Kapolres sehingga dalam pelaksanaan 

kebijakan dapat berjalan dengan baik Hal ini juga menjelaskan bahwa secara 

komunikasi dalam organisasi dan manajemen pelaksanaan kebijakan tersebut 

sudah baik, yang tentunya hal ini akan mendukung keberhasilan kebijakan 

tersebut, seperti halnya yang telah disebutkan oleh Van Horn dan Van meter, 

bahwa komunikasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

suatu kebijakan Jika dilihat secara proses implementasi bahwa implementer 

kebijkan tersebut telah mampu rnenjalankan kebijakan secara organisasi 

maupun manaJemen 

2.Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat lmplementasi Perpolisian 

Masyarakat Oleh Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Peredar·an 

Miras Lokal di Kelurahan Wamena. 

Merujuk pada model yang digunakan dalam teori VanHorn dan Van Meter 

maka penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

berbagai faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat 

Bhabinkamtibrnas mengimplementasikan program Pol mas dalam 

penanggulangan peredaran miras lokal di Kelurahan Wamena . 

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi mencakup : kejelasan tujuan. 

sasaran, standar dan kegiatan; dukungan Sumberdaya (anggaran, sarana dan 

prasarana) walaupun terbatas; Komunikasi antar organisasi walaupun masih 
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belum maksimal dan kegiatan; Karakteristik dari Lembaga/ badan pelaksana; 

Sikap Pelaksana; dan faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat 

Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi program Polmas yaitu 

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi 

a. Faktor-Faktor Pendukung 

l) Kejelasan Tujuan, Standar, Sasaran dan Kegiatan 

Seperti telah dijelaskan dibagian awal, terkait tujuan dan sasaran dalam 

penerapan Polmas, sudah d.iatur secara jelas dalam Surat Keputusan Kapolri 

No Pol Skep/432/Vll/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan 

Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian 

Masyarakat dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 

Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Bhabinkamtibmas 

bertujuan terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat yang mampu 

mengidentiftkasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan, dan 

mengevaluasi efektivitas tindakan dalam rangka menjaga kamtibmas serta 

peningkatan kualitas hidup masyarakat pelaksanaan polmas di wilayah 

Kepolisian Resort Jayawijaya, khususnya di Kelurahan Wamena, jika dikaitkan 

antara lingkup kegiatan pelaksanaan polmas dengan pedoman pelaksanaannya, 

sebagai Di bidang Bhabinkamtibmas, Polmas dilaksanakan dengan membentuk 

FKPM dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan 

terkait 

2) Komunikasi antar organisasi 
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Untuk mendukung jalannya suatu kebijakan dibutuhkan adanya 

komunikasi an tar organsas1. Dalam pdaksanaannya petugas 

Bhabinkamtibmas telah menjalin komunikasi dengan FKPM meskipun 

komunikasi yang terjalin belum maksimal Komunikasi yang terjalin masih 

sebatas antara bhabinkamtibmas dengan masrakat, tokoh masyarakat, dan 

tokoh agama sedangkan komunikasi dengan pemerintah yang diharapkan 

tercipta melalui FKPM belum terwujud Namun hal ini tidak menjadi 

penghambat pelaksanaarr program Artinya, sejauh ini komunikasi yang 

terjalin masih dapat mendukung penerapan program Polmas meskipun 

belum maksimal. 

3) Sumber Daya 

Untuk mendukung pelaksanaan polmas, kebutuhart yang utama adalah 

anggaran dan sarana Bapak Kadir, petugas Bhabinkamtibmas yang be11ugas di 

Kelurahan Wamena menyatakan · 

·' Kcbutuhan Polmas sebagian besar terletak pada kebutuhan anggaran 
dan sarana ... ". (Wawancara 14 April 2015) 

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Iptu Deuka Hilapok , Kasat Binmas 

Polres Jayawijaya sebagai berikut . 

" Memang hal terpenting dalam pelaksanaan program polmas adanya 
dana dan sarana Untuk hal itu saat ini untuk pelaksaanaan Program Polmas 
telah ada pembenahan anggaran dana yang diperoleh dari dana hibah Belanda, 
dengan mengelola dana yang ada secara efisien serta menempatkan personil 
serta peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan vang ada " 
(Wawancara 14 April2015) 
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Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp 

1.100 000,-/bulan. Anggaran tersebut berasal dari dana hi bah Belanda melalui 

institusi Kepolisian. Hal tersebut seperti dituturkan oleh Kasat Binmas . 

"Anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap · bulan sebesar Rp 
1.100.000,-/bulan .. ''. (Wawancara 14 April 2015) 

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Kadir, bapak Syarifudin, 

dan Bapak Thamrin (Petugas Bhabinkamtibmas Kelurahan Wamena) Berikut 

basil wawancara 

" untukmelaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas kita dapat 
dukungan dana berupa honor 1 I 00.000/bulan .. "(wawancara 14 April 2015) 

Adapun sumber daya yang dibutuhkan Polmas khususnya untuk 

pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas melalui FKPM dalam melaksanakan 

tugas, menurut Bapak Ronsumre Lurah Wamena (ketua FKPM) • 

Sumber daya yang dibutuhkan adalah anggaran, Alat komunikasi 

berupa HT. Lntuk sumber dana, khususnya untuk menjalankan kegiatan 

FKPM sampai saat ini belum ada dukungan dana dari pemerintah, Bapak 

Ronsumre, menyampaikan 

" Untuk persoalan dana belum ada dukungan dari pemerintah sehingga 
saya sendiri belum pernah melakukan kegiatan bersama masyrakat yang dapat 
mendukung kerja Bhabinkamtibmas tetapi himbauan tentang bahaya dan 
dampak miras lokal say a sering sampaikan .. " 

Meskipun belum ada ,dukungan dana dari pemerintah namun kegiatan 

kunjungan wilayah binaan, dan pcnyuluhan bahaya dan dampak miras lokal 

masih berjalan Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran yang 

diberikan kepada petugas Bhabinkamtibmas seperti yang telah disampaikan 
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Kasat Binmas sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa secara anggaran masih 

mendukung penerapan Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi 

peredaran nmas lokal Untuk dukungan sarana komunikasi, petugas 

Bhabinkamtibmas belum dilengkapi HT tetapi hal ini juga tidak sampat 

menghambat petugas Bhabinkamtibmas karen a setiap petugas 

Bhabinkamtibmas masih memiliki ponsel pribadi 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa dari stst 

sumber daya persoalan yang dirasakan lebih berkaita·n dengan ketersediaan 

dana untuk FKPM dan dukungan sarana komunikasi HT bagi petugas 

Bhabinkamtibmas maupun ketua FKPM Sementara untuk sumber daya 

manusia sudah mencukupi dan telah bisa direalisasikan dengan baik sesuai 

dengan program Polmas saat ini 

Selain dukungan sumberdaya anggaran dalam melaksanakan program 

Polmas di Kelurahan Wamena secara Sumber Daya Manusia juga telah 

mendukung hal 1!11 dapat dilihat dari pola penempatan petugas 

Bhabinkamtibmas dengan menerapakan pola 1. 1, artinya satu petugas 

Bhabinkamtibmas membina satu wilayah binaan Hal ini telah sesuai dengan . 
Juklak dan juknis yang telah ditetapkan 

4) Karakteristik Bad an Pelaksana 

Dalam hal orgamsas1 maupun mana]emen Polmas oleh 

Bhabinkamtibmas dibuat struktur dalam suatu wadah organisasi tersendiri yang 

dapat dihimpun bersama fungsi-fungsi terkait, mulai dari Mabes sampai 

sekurang-kurangnya tingkat Polres Masing-masing fungsi mempunyai tupoksi 
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Tentang organisasi pelaksanaan Polmas di lingkup Kelurahan Wamena 

khususnya dalam pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas, telah dilakukan 

melalui pembentukan struktur organisasi anggota FKPM Di Kelurahan 

Wamena telah terbentuk Susunan Pengurus FKPM. 

5) Sikap dan Komitmen Pelaksana 

Pada tataran pelaksanaan, komitmen dan kemampuan pelaksana Polmas 

yaitu Bhabinkamtibmas telah memiliki komitmen penuh untuk mencapai apa 

yang menjadi tujuan dari program Polmas dan juga memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan tugas. ,hal ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan 

kepada anggotanya, seperti adanya dukungan dana berupa honor sebesar Rp 

I I 00 000/bulan yang diterima petugas Bhabinkamtibmas yang menjadi suatu 

motivasi bagi petugas l3habinkarntibmas dalam rnenjalankan tugasnya. Selain 

dukungan dana Petugas Bhabinkamtibmas juga diberikan pelatihan selama satu 

minggu dan juga melakukan simulasi kunjungan ke wilayah binaan Hal ini 

tentu meningkatkan kemampuan serta komitmen petugas Bhabinkamtibmas 

dalam melaksanakan tugas pembinaan. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Kadir (petugas Bhabinkamtibmas) pada hasil wawancara berikut. 

" .. Komitmen Polmas hingga saat ini tidak sebatas menjalankan tugas 
lagi, karena dukungan dana yang kami terima itu menjadi suatu tanggung 
jawab dan juga membuat kita menjadi semangat dalarn rnenjalankan tugas. 
Selain itu kami juga diberikan pelatihan mengenai apa yang harus kita lakukan 
di wilayah binaan dan juga kita diberikan kesempatan untuk melakukan 
simulasi kunjungan ke wilayah binaan Pelatihan ini membuat kami menjadi 
lebih mengetahui dan lebih mampu untuk menjalankan tugas sebagai pembina 
keamanan dan ketertiban masyrakat. " (Wawancara 14 April 2015) 

Hal senada juga disampaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas lainnya 

(Bapak Syarifudin dan Bapak Thamrin) Berikut hasil wawancara 
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" ... memang benar apa yang disampaikan rekan kami, bahwa kami telah 
berkomitmen untuk mencapai apa yang menjadi tujuan program ini, karena 
dukungan dana maupun pelatihan yang kami sudah terima itu menjadi suatu 
tanggungjawab bagi kami .. " (wawancara 14 April2015) · 

Hal ini menjelaskan bahwa Petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan 

tugas telah memiliki komitmen terhadap tercapainya tujt..an program Polmas 

yang tidak terlepas dari adanya dukungan dari pimpinan Hal ini juga terdapat 

pada penelitian terdahulu bahwa dukungan dari pimpinan menjadi faktor 

pendukung efektifnya pelaksanaan Polmas namun dalam penelitian ini penulis 

menggolongkan hal tersebut sebagai faktor pendukung dalam hal sikap dan 

komitmen pelaksana 

Komitmen dan kemampuan pelaksanaan oleh Bhabinkamtibmas juga 

tercermin dari beberapa hal yang telah dilakukan oleh petugas 

Bhabinkamtibmas, seperti melakukan penyelesaian masalah bersarna-sama 

dengan tokoh masyrakat dan juga tokoh agama sctempat, melakukan 

patroli/razia gabungan bersarna-sama dengan tokoh masyarkat, tokoh agama, 

dan juga TNI, serta pemusnahan miras bersama-sama dengan tokoh masyrakat 

dan tokoh agama hal tersebut juga disampaikan oleh tokoh masyarakat 

Bcrikut basil wawancara 

.. patroli/razia gabungan terhadap pembuat maupun pengkonsumsi 
miras lokal sering kami lakukan bersama-sama dengan Polri, selain itu kami 
juga diundang untuk menyaksikan pemusnaha·n mira~ lokal yang telah 
diamankan "(Wawancara 15 April 2015) 

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Agama setempat 

" ya rncmang benar bahwa kami sering diundang untuk menyaksikan 
pemusnahan miras lokal.. "(Wawancara. 17 April 20 15) 
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Beberapa penjelasan di atas menjelaskan bahwa secara komitmen 

maupun kemampuan dalam melaksanakan tugas petugas. Bhabinkamtibmas 

telah memahami apa yang menjadi tujuan dari program Polmas tersebut dan 

telah mampu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. 

6) Partisipasi Masyarakat 

Pelaksanaan polmas sangat dipengaruhi dukungan publik dan 

partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan polmas memerlukan panisipasi 

masyarakat, baik berupa dukungan program baik dari sisi tidak ada penolakan 

masyarakat dan keikutser1aan dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan 

hasil dan evaluasi program. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan 

berani mengarnbil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk 

pernyataan mengikuti kegiatan, mernberi masukan berupa pemikiran. tenaga. 

waktu. keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasilnya Dalam pelaksanaan polmas di Kelurahan Wamena, 

dukungan publik sangat mendukung yang ditandai dengan respon positif dan 

partisipasi masyarakat dengan adanya laporan-laporan masyrakat mengenai 

pembuat miras lokal dan pengkonsumsi miras lokal Selain itu bentuk 

panisipasi yang lain mengikuti kegiatan penyuluhan (penyampaian bahaya 

dan dampak dari mrras lokal) dan pembinaan terkait kamtibmas, dan 

memecahkan rnasalah bersama (bermitra) Hal rm disampaikan oleh petugas 

Bhabinkamtibmas pada basil wawancara beriku 

kami melihat bahwa masyrakat memberikan dukungan kepada 
kami, dukungan itu seperti adanya laporan-laporan dari masyrakat mengenai 
pembuat miras lokal rnaupun adanya pengkonsumsi miras lokal yang membuat 
kekacauan yang mengganggu masyrakat "(Wawancara" 14 April 20 15) 
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b. Faktor-faktor penghambat 

I) Kondisi Sosial, politik dan ekonomi 

Jika dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik penerapan Polmas oleh 

Bhabinkamtibmas di kelurah~n Wamena masih mendapat beberapa hambatan 

antara lain 

l. Adanya kebiasaan masyrakat setempat suka minum-minuman mtras lokal 

sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, dimana hal ini sudah 

menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah oleh maysrakat tersebut, 

2. Banyaknya masyarakat yang memproduksi maupun mengkonsumsi miras lokal 

karena Mudahnya membuat miras lokal dan harga yangrelatif murah, dan 

3. Sanksi hukum yang diterima oleh pembuat maupun pengkonsumsi miras lokal 

kurang tegas. Dalam hal ini Kasat Narkoba menyampaikan . 

. kurangnya dukungan dana dari pemerintah membuat penegakan hukum 
kasus miras lokal menjadi tidak tegas, sanksi hukum yang diberikan hanya 
berupa tindak pidana ringan (tipiring), hal ini tidak menimbulkan efek jera 
sehingga pelaku kerap mengulangi perbuatannya .. " 

Hal tersebut di atas juga dibenarkan oleh tokoh Agama setempat 

" .. menu rut say a yang menyebabkan sulitnya untuk menanggulangi miras lokal 
ini adalah, cara membuat miras lokal cukup mudah dan harganya juga murah 
sehingga banyak masyrakat yang mengkonsumsinya. Selain itu hukuman yang 
diberikan ringan, ya dihukum 2 atau 3 hari kemudian dibebaskan lalu setelah 
itu pelaku mengulangi kembali perbuatannya, artinya hukuman yang diberikan 
tidak memberikan efek jera, saya pikir begitu ,. 

Dari beberapa uraian di atas menjelaskan bahv•a penerapan program 

Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi peredaran miras lokal 

masih mendapatkan hambatan dari sisi sosial, politik dan ekonomi 
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Selain faktor Juklak dan Juknis yang telah dijelaskan di awal implementasi 

program Perpolisian Masyarakat juga berkaitan dengan ketersediaan sumber 

daya, kornunikasi antar pelaksana seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan 

Van Horn Variabel lain yang menjadi faktor pendukung implementasi 

kebijakan program Polmas adalah partisipasi masyarakat, karena suatu 

kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada partisipasi masyarakat itu sendiri 

Di samping itu dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas juga dari 

berbagai hambatan. Hal ini juga dihadapi petugas Bhabinkamtibmas di 

Kelurahan Wamena, yang mana dalam penerapannya/pelaksanaannya terdapat 

hambatan dari segi kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat setempat. 

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa petugas Bhabinkamtibmas harus lebih 

mampu lagi meningkatkan kemitraan dengan masyrakat seperti, pembenahan 

FKPM yang telah dibentuk Kctidakaktifan FKPl\1 yang merupakan wadah 

untuk menjalankan program Polmas juga menjelaskan bahwa belum ada 

kerjasama yang baik antara Petugas Bhabinkamtibmas dengan pemerintah 

setempat Pembenahan FKPl\1 yang telah dibentuk dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kerjasama dengan pemerintah sctcmpat schingga fungsi FKPM 

dapat dirasakan sebagai 

memberdayaakan masyrakat 

mitra petugas Bhabinkamtibmas untuk 

Jika dilthat berdasarkan hasil balma terdapat 5 faktor pendukung dalam 

pelaksanaan kebijakan Polmas dan satu faktor penghambat tentu hal ini sangat 

berbeda dcngan hasil penelitian terdahulu vaitu FJekt{/itas }Jefaksanaan SK 

Kapolri No. J>of: ,\'kep 7 3-: X ::005 tentant; Afodel Pe1poliswn !vfayarakat 

/)a/am lltgas Kepolistan lohun 2008 \'ang menunjukkan hasil bahwa faktor 
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pendukung hanya 3 faktor saja sedangkan faktor penghambatnya ada 7 faktor 

Hal 1m menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Polmas oleh 

Bhabinkamtibmas Polres Jayawijaya di kelurahan Wamena sudah baik, tentu 

hal ini tidak terlepas dari pola pembinaan wilayah yang baru diterapkan di 

Polres Jayawijaya yaitu pola 1•1, artinya satu wilayah binaan dibina oleh satu 

orang petugas Bhabinkamtibmas. Sedangkan pada penelitian terdahulu pola 

pembinaan wilayah belum menerapkan pola 1•1 sehingga petugas 

Bhabinkamtibmas bisa membina lebih dari satu wilayah binaan. Selain itu pada 

penelitian terdahulu jumlah petugas masih terbatas sedangkan pada Polres 

Jayawijaya jumlah petugas telah mencukupi. 

3. Manfaat yang Dihasilkan dari Program Perpolisian Masyarakat Oleh 

Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal di 

Kelurahan Wamena 

a Kemitraan 

Di bidang Bhabinkamtibmas ini, kemitraan polisi dan masyarakat yang 

terbentuk baru sekedar antara masyrakat dengan· petugas Bhabinkamtibmas, 

tokoh masyrakat, dan juga tokoh agama, namun dalam hal ini peran pemerintah 

belum ada. Menurut lurah merangkap Ketua FKP:\1 

berikut hasil Wawancara 

.. Hasil nyata pelaksanaan Polmas di Kelurahan \Vamena adalah terwujudnya 
kemitraan Polisi dengan masyarakat i\amun hal itu belum sepenuhnya 
ter\\1ljud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas ~'ang dirasakan oleh 
masvarakat Artinya fungsi FKPl\1 belum ada. karena belum ada dukungan 
dana dari pemerintah, dimana masyrakat masih lebih cenderung melapor 
langsung ke petugas Bhabinkamtibmas meskipun demikian dirasakan adanya 
hubungan kemitraan penanggulangan permasalahan kamtibmas oleh petugas 
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Polmas (Bhabinkamtibmas) dengan tokoh masyrakat yang sudah berjalan 
cukup baik, dan juga adanya kemitraan pada kegiatan patroli/razia gabungan 
dalam menanggulangi peredaran miras lokal di. Wamena '' (Wavvancara 17 
April2015) 

Disamping itu kemitraan antara Polri dan masyarakat khususnya dalam 

menjaga Kamtibmas juga terlihat dari partisipasi dan dukungan komponen 

masyarakat guna mendukung Polmas khususnya dalam pelaksanaan fungsi 

Bhabinkamtibmas, seperti adanya pengaduan masyarakat ketika mengetahu i 

adanya pembuat m1ras lokal ataupun ketika ada orang mabuk yang 

mcngganggu kamtibmas. Penerapan Polmas dirasakan membawa manfaat 

berupa terbentuknya komunikasi, hubungan dan kerjasama (kemitraan) antara 

Polisi, aparat Kelurahan dan masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian 

bersama permasalahan kamtibmas yang muncul Hal ini seperti dikemukakan 

oleh tokoh masyrakat yang menyampaikan sebagai berikut 

"Beberapa manfaat yang dirasakan dari Polmas adalah terwujudnya 
hubungan kemitraan Polisi dengan masyarakat, terwujud komunikasi antara 
warga masyarakat dengan Polri, terwujud pengendalian sosial, eliminasi akar 
masalah (peredaran miras lokal) dan pemecahan masalah sosial'' (Wawancara 
15 April2015) 
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b. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban 

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyrakat, ditunjukkan pada 

tabel 2. 

Tabel2 Capaian Hasil Situasi Kamtibmas 2013-2014/2014-2015 

No Perkara Jum1ah Jumlah Persentase 

201~-2014 2014-2015 Penurunan (%) 

i i i 

I 

(Kasus) I Penurunan I 
I 

I. Pembunuhan 6 2 4 66,67 l 
I 

2. Penganiayaan 78 68 10 12,82 
! 

3 Pencurian Berat 71 60 1 1 15,49 
i 

' I 
i 

4 Pemerkosaan '! I 1 50 

5 Pembakaran 10 10 0 0 
I 
: 

6. Pelanggaran 13 4 9 69,23 

Miras 

i .. 
Sumber Polres JayawiJaya (2015) 

Tabcl di atas menunjukkan terjadinya penurunan kasus pembunuhan 

sebesar 66,67 %, pcnurunan kasus penganiayaan sebesar 12,82 %, penurunan 

kasus pencurian berat sebesar 15,49 %, penurunan kasus pemerkosaan sebesar 

50%, penurunan kasus pelanggaran miras sebesar 69,23 % sedangkan untuk 

kasus pembakaran tidak mengalami penurunan Beberapa uraian tersebut 

menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kasus kriminal secara keseluruhan 

khususnva kasus pelanggaran miras. Hal ini menjelaskan bahwa adanya 

manfaat dari program Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam situasi 
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Kamtibmas Artinya, bahwa apa yang menjadi tujuan program Polmas telah 

tercapai secara keseluruhan meskipun belum maksimal. 

Keberhasilan implementasi Program Polmas selain ditunjukkan melalui 

adanya kesesuaian dengan juklak maupun juknis tetapj juga ditunjukkan 

melalui adanya manfaat yang diperoleh dari program Polmas tersebut. Hal ini 

ditunjukkan dari capaian hasil situasi Kamtibmas (tabel 2) yang secara 

keseluruhan menunjukkan terjadinya mpenurunan kasus kriminal yang pada 

umumnya disebabkan oleh miras lokal. Artinya, adanya situasi kamtibmas 

yang lebih baik Capaian hasil situasi kamtibmas tersebut sekaligus 

menjelaskan adanya manfaat kemitraan yang tercapai. Artinya melalui 

kemitraan dengan masyrakat' petugas Bhabinkamtibmas mampu mewujudkan 

situasi kamtibmas yang diinginkan rnaS)Takat Jika dilihat dari segi manfaat 

yang diperoleh dari irnplementasi program Polmas tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa implementasi program Polmas di Kelurahan Wamena telah 

berhasil dalam pencapaian tujuannya 
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Polmas pada setiap desa kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda 

motor dan alat komunikasi. 

Dalam bidang manaJemen anggaran/keuangan kebijakan yang digariskan 

meliputi . 

1) Perhitungan rencana anggaran Polri harus mengalokasikan biaya operasional 

yang selayaknya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas 

Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam 

rangka secara terus-menerus memantau, . mengawasi/mengendalikan, 

mengarahkan dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas 

2) Untuk mengembangkan program-program Polrnas. masing-masing kesatuan 

kewilayahan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor 

baik internasional maupun nasional dan local 

3) U ntuk men J amm keberlangsungan Pol mas masmg-masmg kesatuan 

kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat 

sehingga operasionalisasi Polrnas dapat merupakan program pemerintah daerah 

yang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 

bersangkutan 

Dalam bidang operasional, kebijakan yang digariskan meliputi · 

I) Penerapan Pol mas sebagai suatu strategi diimplementasikan hanya pada tataran 

local dimana model perpolisian dioperasionalisasikan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini berupaya mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa 

bagaimana implementasi dan pelaksanaan Perpolisian Masyarakat oleh 

Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena, Faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat implementasi Perpolisian Masyarakat oleh 

Bhabinkamtibmas di kel_urahan Wamena, serta mengetahui dan 

mendeskripsikan manfaat yang diperoleh dari Program Polmas Berdasarkan 

pembahasan di Bab IV secara umum dapat disimpulkan bahwa, 

Berdasarkan hasil yang diperoleh yang ditunjukkan oleh adanya kebijakan 

yang jelas yaitu tujuan dan sasaran yang jelas, adanya instrumen pencapaian 

tujuan dan sasaran yaitu strategi pencapaian tujuan yang meliputi startegi 

internal, dan strategi eksternal, serta pemahaman petugas akan kebijakan yang 

sudah baik yang didukung oleh pemberian pelatihan dan simulasi kunjungan 

wilayah binaan maka dapat dikatakan bahwa secara proses implementasi 

maupun pelaksanaan kebijakan sudah baik dan sesuai dengan juklak dan 

juknis. 

2. Pada pelaksanaan program Polmas oleh Bhabinkamtibmas dalam 

penanggulangan peredaran rniras lokal terdapat 'i faktor pendukung yaitu 

kejelasan tujuan, sasaran, standar dan kegiatan. dukungan Sumberdaya 

(anggaran, sarana dan prasarana); Komunikasi antar organisasi, Karakteristik 

dari Lernbaga/ badan pelaksana. Sikap Pelaksana. dan faktor pendukung 
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lainnya adalah partisipasi masyarakat Sedangkan faktor penghambat 

implementasi program Polmas yaitu . Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. 

3. Manfaat yang diperoleh dari program adalah terciptanya kemitraan dan 

terciptanya keamanan dan ketertiban yang tentram (diperolehnya situasi 

kamtibmas yang menunjukkan terjadinya penurunan kasus kriminal) 

B. Saran 

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu Dalam penelitian 

m1 ditemukan belum adanya kerjasama antara petugas Bhabinkamtibmas 

dengan pemerintah setempat yang menyebabkan tidak berjalannya FKPM, 

karena tidak dukungan dana dari pemerintah , dan adanya beberapa hambatan 

dalam pelaksanaan program l'vlelihat hal ini maka 

Secara teoritis 

perlu adanya penelitian yang mengacu pada strategi pengembangan organisasi 

FKPl'vl 

., Secara praktis 

a Petugas Bhabinkamtibmas sebaiknya Membentuk kesepakatan bersama 

. 
dengan anggota FKPM, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara 

petugas Bhabinkamtibmas dengan FKPM guna terwujudnya keamanan 

dan ketertiban masyrakat 

b Polri bersama-sama dengan pemerintah Memberi kan sanksi yang tegas 

terhadap pelaku pembuat miras, pengkonsumsi 
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Lampiran.l. Instrumen Wawancara Penelitian 

PEDOMAN W A W ANCARA 

A. fmplementasi 

1. Kasat BINMAS 

1. Kapan BHABINKAMTIBMAS mulai diimplementasikan di POLRES 

Jayawijaya? 

2. menurut Bapak bagaimana implementasi perpolisi~ masyarakat yang 

dilaksanakan oleh BHABfNKAMTIBMAS pada tataran manajemen maupun 

operasional dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di wilayah 

hukum Polres Jayawijaya distrik Wamena? 

2. menurut Bapak apa saja dukungan yang diberikan oleh POLRES Jayawijaya 

kepada para BHABINKAMTIBMAS dalam menduktmg pelaksanaan tugas? 

3. menurut Bapak apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dari 

implementasi program Polmas di Kelurahan Warnena? 

4. menurut Bapak apa manfaat yapg diperoleh dari implementasi program Polmas 

di Kelurahan Wamcna? 

2. Kasat Narkoba 

1. menurut Bapak · apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan 

progran1 Polmas di Kelurahan Warnena? 
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Lampiran 2. Kegiatan patroli gabungan/razia gaubungan (sweeping minurnan lokal) 
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Lampiran 3 

Ringkasan Data Hasil Wawancara 

Sumber : Kasat Binmas Polres Jayawijaya. 

Tanggal pengambilan data : 14 April 2015 

Hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jayawijaya peneliti lakukan 

dengan berbincang - bincang dengan Kasat Binmas dan menccritakan hal - hal 

seputar lmp\ementasi program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan 

W amena. Agar pertanyaan lebih terarah maka digunakan pedoman wawancara. 
Wawancara tidak dipilih waktu secara khusus tetapi dengan bertemu dengan 

Kasat Binmas yang kebetulan sedang berada di Kantor. 

program ini adalah program berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. : 

Skep/73 7002005 tanggal 13 Oktober 2005 ten tang Kebijakan dan strategi 

penerapan model Polmas dalam penyclenggaraan Tugas Polri, untuk yang 

sekarang ini Dananya berasal dari pemberian dana hibah oleh Belanda. Kami 
hanya melanjutkan Skep Kapolri tersebut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kondisi wilayah. Program ini memang bertujuan sebagai alat untuk menciptakan 

keijasama (kemitraan) antara Polri dengan masyrakat guna tercapainya kamtibmas 

yang diinginkan masyrakat. 

lmplementasi program Polmas telah dilaksanakan sejak tahun 2014 
diawali dengan penunjukan petugas Bhabinkamtibmas melalui Surat Perintah 
Kapo\res Jayawijaya yang kemudian di ikuti dengan pemberian pelatihan kepada 

Bhabinkan1tibmas selama satu minggu dan diakhiri dengan simulasi kw1jungan 

wilayah. 

Tujuan Program Polmas oleh Bhabinkamtibmas bertujuan terwujudnya 

kemitraan Polisi dengan masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar 
permasalahan, menganal\sa, menetapkan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan 

dalam rangka menjaga kamtibmas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, 

membentuk FKPM, keakraban hubungan petugas Polri· dengan masyarakat, 

kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, intensitas keijasama dan 

dukungan instansi terkait. 

Polmas adalah pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan 

masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan 

masyarakat, sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat 

menimbulkan permasalahan di masyarakat agar mendapat solusi untuk 

mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara kamtibmas di 
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lingkungannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan 

sosialisasi baik yang bersifat internal dalam tubuh anggota kepolisian maupun 

ckstcrnal kcpada masyarakat. 

Dalam melaksanakan Implementasi program Polmas oleh 

Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena masih terdapat beberapa hambatan 

seperti kebiasaan masyarakat yang suka minum minuman keras lokal. Selain itu 

beberapa hambatan yang di hadapi kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada 

pengkonsurnsi dan pembuat Miras Lokal dalam hal ini tindakan yang diberikan 

adalah tindak pidana ringan. 

hal terpenting dalam pelaksanaan program polmas adanya dana dan 
sarana. Untuk hal itu saat ini untuk pelaksaanaan _Program Polmas telah ada 

pembenahan anggaran dana yang diperoleh dari dana hibah I3elanda, dengan 

mengelola dana yang ada secara eflsien serta menempatkan personil serta 
peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan yang ada. 

Dalam implementasi program Polmas Bhabinkamtibmas mendapatkan 
dukungan berupa dukungan sumber daya berupa anggaran yang diberikan sebesar 

Rp. 1.100.000 per bulan selain itu Bhabinkatimbmas juga didukung melalui 

adanya pelatihan dan simulasi kunjungan wilayah. 
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Lampiran 4. 

Ringkasan Data Hasil Wawancara 

Sumber : Kasat Narkoba Polres Jayawijaya. 

Tanggal pengambilan data : 14 April2015 

Hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Jayawijaya peneliti 
lakukan dengan bcrbincang - bincang dengan Kasat Narkoba dan mcnccritakan 
hal - hal seputar penanganan kasus yang diakibatkan oleh Miras lokal. Agar 

pertanyaan lebih terarah maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara tidak 

dipilih waktu secara khusus tetapi dengan bertemu dengan Kasat Narkoba yang 
kebetulan sedang berada di Kantor. 

Pemberian sanksi kepada pelaku Miras lokal belum tegas. Hal ini di 
akibatkan oleh terbatasnya dana dari pemerintah. Sanksi yang diterima oleh 
pelaku Miras lokal pada umumnya adalah tindak pidana ringan, sehingga hal ini 

tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku 

mengulangi kembali perbuatannya. 
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Lampiran 5. 

Ringkasan Data HasH Wawancara 

Sumber : Lurah Wamena. 

Tanggal pengambilan data : 17 April2015 

Hasil wawancara dengan Lurah Warnena peneliti lakukan dengan 

bcrbincang - bincang dcngan Lurah W amcna dan menccritakan hal - hal seputar 

lmplementasi program Polmas oleh Bhabinkamtibmas di Kelurahan Wamena. 
Agar pertanyaan lebih terarah maka digunakan pedoman wawancara. Wawancara 

tidak dipilih waktu secara khusus tetapi dengan bertemu dengan Lurah yang 
kebetulan sedang berada di Kantor. 

Program Polmas di bidang Bhabinkarntibmas langsung berhubungan 

dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk 

mengcmbangkan kemitraan dalarn menciptakan kamtibmas. 

pelaksanaan Polmas di Kelurahan Warnena sudah berjalan baik, namun 

belum maksimal, karena saya sendiri belum pemah melakukan kegitan bersama 

dengan masyarakat tetapi kalau bersama-sama dengan polri sudah seperti, 

pcrtemuan dcngan warga, Patroli/razia bersama dan mcnydcsaikan persoalan 

kamtibma. FKPM belum dijalankan karena belum adanya dukungan dana dari 

pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan implementasi program Polmas masih 

sebatas antara Bhabinkarntibmas dengan masyarakat secara langsung. 

Organisasi dan manajemen pelaksana Polmas secara bersama adalah 

mclalui pembcntukan struktur organisasi anggota FKPM. Pengaturan, pembagian 

Tupoksi sesuai dcngan strukturnya dan bersifat m.enyesuaikan keadaan yang 

tcrjadi. 

Hasil nyata pelaksanaan Po\mas di Kelurahan W amena adalah 
terwujudnya kemitraan Polisi dengan masyarakat. Namun hal itu helum 

sepenuhnya terwujud sebab baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh 

masyarakat. Artinya fungsi FKPM helum ada, karena belum ada dukungan dana 

dari pemerintah, dimana masyrakat masih lebih cenderung melapor langsung ke 

petugas Bhabinkamtibmas meskipun demikian dirasakan adanya hubungan 
kemitraan penanggulangan permasalahan kamtibmas oleh petugas Polmas 
(Bhabinkamtibmas) dengan tokoh masyrakat yang sudah beijalan cukup baik, dan 

juga adanya kcmitraan pada kcgiatan patroli/razia gahungan dalam 

menanggulangi peredaran miras lokal di W amena. 
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masyrakat memberikan dukungan kepada petugas Bhabinkmatibmas, 

dukungan itu seperti: adanya laporan-laporan dari masyrakat mengenai pembuat 

miras lokal maupun adanya pcngkonsumsi miras lokal yang membuat kckacauan 
yang mengganggu masyrakat. 
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